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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) tidak secara eksplisit disebutkan 

dalam KUHAP, namun perannya dimasukan sebagai pelapor dan/atau saksi. 

Dimasukannya peran Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) ke dalam 

KUHAP sebagai pelapor dan/atau saksi karena belum adanya ketentuan 

prosedural yang secara khusus mengatur mengenai Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower). Adapun SEMA No. 4 tahun 2011 yang memberikan 

petunjuk unuk memberikan perlakuan khusus bagi Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) masih sering dikesampingkan. Perlakuan terhadap pelapor 

tindak pidana (Whistleblower) menjadi permasalahan yang berkaitan 

dengan kewenangan penentuan status pelapor tindak pidana 

(Whistleblower). Dalam beberapa kasus, LPSK sebagai lembaga 

perlindungan masih tidak beriringan denga penyidik selaku aparat penegak 

hukum yang melakukan penyidikan dalam memandang status pelapor 

tindak pidana (Whistleblower). Kendati Nota kesepahaman  sudah dibuat 

antara LPSK dan aparat penegak hukum rupanya tidak cukup kuat tanpa 

adanya pemahaman dan perspektif bersama di antara keduanya. Hal ini 

secara tidak langsung berimbas pada perlindungan Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) di Indonesia. 
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2. Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) di Indonesia dari segi 

regulasi belum berorientasi ke arah perlindungan Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum memiliki 

aspek-aspek yang secara khusus melindungi seorang Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower). Akibatnya Para Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) 

akan cenderung diam dan pasif demi keselamatannya karena sadar akan 

bahaya yang ditimbulkan dari pelaporannya. Negara bagian Queensland di 

Australia merupakan negara yang sudah maju dari segi konsep, sistem dan 

mekanisme perlindungan dan dapat dijadikan role model bagi perlindungan 

Pelapor Tindak Pidana (Whistlebower) di Indonesia. Terdapat beberapa 

konsep, sistem dan mekanisme di dalam regulasi Australia, khususnya di 

negara bagian Queensland yang diatur dalam Public Interest Disclosure 

2010 (Qld). Dalam melakukan penceraian tersebut didapati konsep, sistem 

dan mekanisme yang ideal sebagai berikut : 

a) bahwa konsep perlindungan yang memberikan jaminan kerahasiaan 

identitas seperti di Australia merupakan konsep perlindungan yang 

paling ideal diterapkan di Indonesia karena seorang pelapor tindak 

pidana (Whistleblower) identitasnya sering dibongkar oleh orang-

orang bahkan oleh media.  

b) bahwa sistem perlindungan yang ideal di Indonesia adalah sistem 

perlindungan yang membagi sektor pemerintah dan sektor swasta 

ditambah dengan kerusakan lingkungan seperti yang terdapat di 

Queensland.  

c) bahwa mekanisme model Persuasif / Partisipatif Sesuai Sistem 

Peradilan dalam Arti Luas yang dikombinasikan dengan mekanisme 

perlindungan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) di Queensland 

merupakan mekansime ideal di Indonesia. 

B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan di atas, maka di rumuskan beberapa saran 

sebagai berikut :  

1. Hendaknya LPSK menambahkan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak 

sebatas melindungi saksi dan korban tapi juga melindungi Pelapor Tindak 

Pidana (Whistleblower). Perubahan tersebut baiknya dilakukan juga pada 

koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum  dengan memuat garis 

kordinasi yang jelas agar memunculkan pemahaman bersama sehingga 

tidak terjadi lagi kesalah pahaman. Aparat penegak hukum juga perlu 

melakukan kordinasi dengan LPSK setiap akan menetapkan status Pelapor 

Tindak Pidana (Whistleblower) agar penetapan status tersebut  dapat 

langsung menjadi terlindung LPSK. Apabila LPSK kesulitan untuk 

melakukan perubahan dan kordinasi dengan aparat penegak hukum, 

hendaknya pemerintah membentuk lembaga baru yang mandiri seperti 

LPSK tetapi tugas dan fungsinya secara khusus hanya terbatas melindungi 

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower). Sehingga terdapat pemisahan 

kewenangan perlindungan antara lembaga baru tersebut dengan LPSK. 

2. Hendaknya mewujudkan konsep, sistem dan mekanisme yang secara 

khusus berorientasi melindungi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) 

seperti yang ada di negara bagian Queenslansd, Australia. Apabila 

konsep,sistem dan mekanisme tersebut sudah terwujud, maka dapat dibuat 

regulasi yang berupa penyempurnaan dari regulasi yang sebelumnya sudah 

diterapkan, atau dapat berupa regulasi baru tersendiri yang lebih 

memberikan proteksi secara khusus pada Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) seperti Public Interest Disclosure 2010 (Qld) di 

Queensland, Australia. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dalam 

pengimplementasian regulasi baru yang mengatur secara khusus seorang 

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) tersebut, baik secara substansi atau 

secara prosedural demi mewujudkan perlindungan Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) yang lebih baik. 
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